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Abskak : Tulisan ini didasatkan atas kepihatinan atas

nasib ktum pekerja (bunth) yang lebih banyak ilieks-

ploitasi lenaganya tanpa dihiraukan hak'hahtya (baca:

upah) ilalam dominasi siskm kapitalisme. lslam *bagai
agama yang sarut ilengan nilai-ailai kenanusiaan ilan

keberpihakannya pada kaum bmah iln ililemal*aa *yog-
yanyalebihbmyak iligali nilai momlilas ilalam merurrus-

han sistem dan leoi pengupahn. f.eberyihakat loludap
pekerja dngaa sistem pengupahan yang islami dihnrV
kan bisa menjaili alternatif yang bersiht kontibutif
terhadap 'kejutrudnn' perekonomim akibat kcleanan Plet
dtn rendahnya daya beli masyarakat iltn teatuflya Us
mewujudkan relasi yang harmonis ilan berimbang attara
majikan ilan buruh.

Kata Kunci :, Upah, tenaga l<erja, lslam.

'Penulis edalah Dosen TetapJurusan Syari'ah SIAIN Ponorogo.
fKlraeron Sirin, Arah Politih Peryehcfaaa, http:/ /*rrr .reoublika.co.id.

(Kamis, & Mei 200Q.

PENDAHULUAN
Hampir sepanjang Eejarah kehidupan dunia, iuga

sejarah di Indonesia, nasib kaum pekerja selalu saja menge-
naskan- posisi pengusaha adalah pembeli tenaga kerja, yang
bebas memilih dan menggunakan, sekaligus mengawasi
jalannya proses produksi. Negara yang semestinya hadir
untuk melindungi, justru takluk di bawah tekanan kapital.l
Hal ini diperparah dengan ketidakseimban ga suwlay dan
demnnil tenaga kerja. Teorinya memang benar bahwa slope

upah bergerak positif sesuai dengan perkembangan permin-
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taan, tapi temyata pergerakannya tidak secepat yang diharap-
kan sc,hingga terjadi kesenjangan.'?

Berbagai persoalan ketenagakerjaan tersebut berpang-
kal, paling tidak, pada dua hat Perfama, menyangkut kebijakan
negara (p€merinch) dalambidang politik ekonomi. Kebijakan
itu te::kait dengan masalah perundang-undangan dan peme-
nuhan kebutuhan pokok serta upaya peningkatan keseiah-
teraan hidup rakyat Masalah murrul manakala Pemerintah
berlepas diri dari tanggung jawabnya memeauhi kebutuhan
pokok rakyat tersebut. Banyak kebijakan pemerintah iustm
sering nrenambah beban hidup bagi rakyat seperti kenaikan
BBM, kenaikan TDL, ketidakstabilan harga kebutuhan pokok.
Kebijakan tersebut secara telak akan menghantam pengusaha
maupun para pekerja. Para pengusaha semakin dibebani oleh
kenaikan biaya produksi" yang tidak jamng berakibat pada
bangl<rutnya perusahaan (terutarna yang kecil dan menengah),
yang se8era diikuti dengan PHK besar-besaran. Adapun para
peke4a semakin dibebani oleh pengeluaran biaya hidup yang
meni.:ngkat, padahal gaji yang diterima tidak bertambah. Para
pekerja akhimyamengalami prrrrs " pmi*iwl' secara sisternatis.3

Kzilua, nany angkut hubungan pengusaha dengan pekerja.

Hal ini terkait dengan kontrak ('agd) keqa antara Pengusaha
dan pekerja. Dalam suatu negara yang berbasis pada Kapita-
lisme sudah lazim bahwa setiap peraturan dan perundang-
undangan selalu dipengaruhi oleh para pemilik modal. Mere-
ka dapat bekerjasama dengan penguasa untuk rrengeluarkan
peraturan yang dapat menguntungkan mereka. Tentu, lobi
mereka lebih ampuh, karena di tangan mereka ada'fulus'
(uang) yang bisa menghipnotis para pengarrbil kebijakan.
Akibatrrya, kebija-kan yang dikeluarkan lebih berpihak kepada

'Budiono, Iori.Etaomi Mikro (Yogyzkz.ta: BPFE 198)' 45-54Mltiem A.
McEachcrn, Ehoaomi Mihro Peddekatan Koatefil,orfi fl.ka.t.: T'hodrcon
Learning,2001).
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pengusaha ketimbang kepada rakyat kebanyakan, terutana
kaum pekerja.a

Sebenamya telah banyak usaha untul memperbaiki sisterr
pekerjaan, baik dalam tataran interusional maupun rasio'nal,
namun belum menunjukkan hasil yang menggenibirakan Pada
1956, Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi ILO No.
98/1949 tentang Dasar-Dasar Hak Berorganisasi dan
Perundingan Bersama (lLO Coaoentiol on the RWt to Organize
anil Bargain Colbclrrrly).r Implikasinya, pada periode 196Gan,
jumlah dan keanggotaan serikat FkerF menjamur dan sangat
sulit dihitung. Namun demikia+ tingkat kesejahteraan para
pekerja temyata tidak memiliki hubungan signifikan untuk
menumbuhkan peningkatan standar kehidupan para pekerja
dan keluarganya.6

Berkaitan dengan ratilikasi itu, pada 18 Juni 1998, ILO
mendeklarasikan prinsipprinsip dan hak-hak mendasar di
tempat kerja. Deklarasi ini merupakan tonggak sejarah baru
bagi ILO untuk mengubah persepsi yang berkeriban& seolah-
olah ILO hanya mendukung kepentingan negara maju,
sekaligus merupakan jawaban terhadap tantangan globalisasi
pasar kerja dan perdagangan yang telah menjadi fokus
perdebatan internasional. Deklatasi ILO tersebut bertujuan
merekonsiliasi keinginan semua pihak dalam hubungan
industrial, menggairahkan usaha-usaha nasional seiring
dengan kemaiuan sosial-ekonomi, mengakomodfu perbedaan
kondisi lokal masing-masing negara, dan untuk menegakkan
Hak Asasi Manusia (HAM).?

t Donny lrawan, lslam Sikapi Problema Perpekeriaan", dalam Batarn Post
(Selasa, 01 Mei 2007).

' it'id.
I Lihat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 rabun 2000 teatang

Pengesahan Konvenii ILO No.128 Mengcnai Pelarangan dan Tindakan eegcia
penghapusan bentuk-b€ntuk peke.iaan rerburuk untuk enak-

6 Soegiri, 'Gerakan Serikat Pekeria, dalalrl. Getakat Seriktt Pekerjd lamaa
Kolorial Belanda Hingga Orde Baru, (!aka.ta: Hasta Mitra, 2OO3), gl-92-

7 Antonio Gram6ci, 'Ekonomi dan Korporasi Negara. dalam CaI atlr,<aaar,
Politik, te4. GahaRaiza, (Surabaya: Pus(aka Promethea, 2001), 64{8
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Salah satu pemicu utama polemik perburuhan adalah
seberapa besar seorang pekerja mmdapatkan upah dad peker-
jaanya. Sebelum bicara lebih jauh berbicara tentang upah,
terlebih dulu harus diperhatikan asumsi dasar pengupahan,
yakni pertama, ada hubungan yang signifikan antara upah
dengan perolehan laba; danl<eilua, ada tindakan tidak maksi-
mal clari pihak buruh jika upah tidak diperhatikan.t Hal inilah
yang kemudian menjadi polemik berkepanjangan antara
pekerja dan pengusaha.

Kondisi kesejahteraan buruh yang sebagian besar belum
memenuhi standar kebutuhan hidup minimum merupakan
akibat dari serangkaian keadaan yang sangat tidak kondusif.
Hal ini menyangkut kondisi pasar kerja yang labil, rendahnya
mutu keterampilan pencari kerja, tuntutan mekanisme paszu
bebars serta ditunjang kebijakan pemerintah dalam mengatur
upah. buruh yang belum merepresentasikan kebutuhan buruh.

Sementara itu, Islam sebagai ajaran universal memiliki
konsep normatif upah pekerja yang diharapkan mampu meng-
aktualisasikan dirinya untuk menjawab realitas ketenaga-
ke4aan kontemporer di bawah hegemoni sistem kapitalisme.e
Ajaran Islam pada dasamya sangat memperhati-kan peme-nu-
han kebutuhan manusia, baik terkait dengan diri, jiwa, akal,
akidah, usaha, pahala dan lain-lain.ro Spiritualitas Islam yang
tertuang dalam teks-teks korpus alQuy'an sarat dengan idiom
keadilan dan kemanusiaan.

Islam mempunyai tradisi membela kaum lemah yang
terhisap.'r Kalau rrarxisme menolak kapitalisme, kelas-kelas
masvarakat, eksploitasi negara, penumpukan kekayaan, etika

t BaLmbang Sedadii, UPdb Antdr Bwtb lttdtstri di ladonesia (Svrkatat
MuhammadiJyah University Prcss' 2O02), 21.

t Murassa Sarkaniputra, ' Atll deo. IQsia dalam Ekonomi Islam' dalam

fiatal al-Iqtisadiyyab (vot. 1, J.nua.i 2104).
r H.sbi A6h Shiddie qy, Fikalat Htktm Islarr (Semareng: PT. Pustaka Rizqi

Putra,2$1),142.
rel-Qur'rn, t0? (al Mi'rln):14,
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pencarian diri terutama menolak terhadap perbudakan
manusia, Islam juga sangat menentang penghisapan dan
penindasan- Islam berusaha mendobrak kebu&yaan penindas
yang telah lama mengakar pada jaman Jahiliyah. lslam dalam
prerspektif teologi kaum tertindas pada dasamya merupakan
agama pembebasan. Al Qur'an selalu berpihak pada orang-
orang tertindas: "Dan Kami hendak memberikan karunia
kepada orang-orang yang Grtindas di bumi itu dan hendak
menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan orang-orang
yang mewarisi."r2

Meskipun alQulan dan al-Suuuh banyak memberikan
ajaran bagaimana seharusnya setiap manusia berhubungan
dengan orang lain, bahkan serungat pembebasan itu tidak
sekedar diajarkan tetapi juga dipraktekkan oleh Nabi
Muharrnad, tetapi masih sangat mbim korsep Islam tentang
pengupahan, apalagi menjadi rujukan teori upah dalam ilmu
ekonomi. Tulisan ini hendak melacak teori pengupahan Islar;
dengan harapan dapat memberikan konEibusi positil bagi
penegakan hubungan industrial antara pekerja dan majikan
secara lebih adil.

UPAH TENAGA KERJA-
Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan

dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengu-
saha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetap
kan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepa-
katan, atau peraturan perundang undangan, termasuk
tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu
pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.'3
Afzalur Rahman mendefinisikan upah sebagai harga yang
dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi

E al-Qur'an, 28 (al-Qeqag) : 5.
a Xetentuan Umum BAB I paeal l Undang - Undang RI No 13 Tahun 2003

tentang Perburuhan.
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kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi
imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata lairu
upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas iasanya
dalam produksi.ra

Secara lebih luas upah terkait dengan pemberian imba-
lan kepada pekerja tidak tetap, atau tenaga buruh lepas, seperti
upah buruh lepas di perkebunan kelapa sawit upah pekerja
bangunan yang dibayar mingguan atau bahkan harian.
Sedangkan gaji menurut pengertian Barat terkait dengan
imbalan uang (finansial) yang diterima oleh karyawan atau
pekerja tetap dan dibayarkan sebulan sekali. Sehingga dalam
pengertian Bara! perbedaan gaji dan upah itu terletak pada
jenis karyawannya (tetap atau tidak tetap) dan sistem pemba-
yarannya (bulanan atau tidak).

Skala upah dan struktur upah sangat bermanfaat terha-
dap kestabilan upah, baik untuk jangka waktu menengah mau-
pun jangka panjang serta memenuhi rasa keadilan. Pekerja
yang mempunyai masa kerja lebih larra akan dapat mempe-
roleh upah yang relatif lebih besar dibanding dengan pekerja
yang bermasa kerja baru.

Masalah upah ini sangat penting dan berdampak sangat
luas. rl-lpah pekerja akan berdampak pada kemampuan daya
beli yang akhirnya mempengaruhi standar kehidupan pekerja
dan keluarganya, bahkan masyarakat umum. Jatuhnya daya
beli masyarakat dalam waktu panjang sangat merugikan
industri-industri yang menyediakan barang-barang konsumsi.
Di sarnping itu, ketidakadilan terhadap golongan pekerja akan
menyebabkan kekacauan dan menimbulkan aksi terhadap
industri berupa pemogokan kerja.

x Afz alur Ralrman, Do ktria Ekonomi Islam, iilid II, reri. Sonhaii (Yogrkarra:
Dana Ilhakri Waka( 195),361.
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TEORIUPAH
Ada beberapa pendapat di kalangan ekonom terkait

masalah pengupahan. Seberapa besar upah seorang pekerja
dan bagaimana upah tersebut ditetapkan? Para ekonom berbe-
da pendapat dalam lral ini, sebagian mengatakan upah ditetap
kan berdasarkan tingkat kebutuhan hidup, sedangkan yang
lainnya menetapkan berdasarkan ketenfuan produktivitas
marginal.

Menurut teori ekonomi konvensional kekayaan akan
bertambah searah dengan peningkatan ketrampilan dan
efisiensi para tenaga kerja, dan sejalan dengan persentase
penduduk yang terlibat dalam proses produlsi. Kesejahteraan
ekonomi setiap individu tergantung pada perbandingan
antara produksi total dengan jumlah penduduk atau yang
dewasa ini disebut pendapatan riil per kapita.'5

Sementara itu menurut Adam Smith, pembayaran
uang yang terbesar untuk membiayai produksi dan distribusi
ialah upah, sewa dan laba. Dari pengamatannya terhadap apa
yang sesungguhnya terjadi di masyaralat, sistem kebebasan
alamiyah yang sederhana dan gambling, selain menguntung-
kan kapitalisme juga mengandung beberapa kelemahan
mendasar. Agar dapat menikmati keuntungann berupa
meningkatnya kekayaan, masyarakat harus dapat meyakinkan
orang agar rrtau menabung dan menanamkan uangnya dalam
persediaan (stock) atau apa yang sekarang disebut sebagai
modal. Dengan demikian upah para pekerja tidak dapat
dibayarkan seluruhnya sebanyak nilai riil produk yang
dihasilkannya, karena sebagian dari nilai riil tersebut harus
disediakan untuk laba. Laba merupakan unsur mutlak dari
sebuah produksi.'6

s Gcorge Soule, Pan ikiraa Paru Pakar Ekonomi Tetkemrka dari Aistoteles
biagga Keyaes. Te4, Gilarso (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 55.

r Ibid., 58.
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Orang-orang Kapitalis menghargai daya kerja seorang
pekerja dengan upah yang wajar. Upah yang wajar menurut
mereka, yaitu biaya hidup dengan batas minimurn- Mereka
akan menambah upah tersebut, apabila beban hidupnya
bertarrbah pada batas yang paling minim. Sebaliknya mereka
akan rnenguranginya, apabila beban hidupnya berkurang.
OIeh karena itu, nilai tukar seorang pekerja ditentukan
berdasarkan beban hidupnya, tanpa memperhatikan iasa ya.g
diberikan oleh terraga seseorang.

Sedangkan menurut Sosialis, nilai suatu barang harus
sama dengan biaya-biaya unhrk menghasilkan barang, yang
di dalamnya termasuk ongkos tenaga kerja berupa upah alami.tT

Upah alami yang diterima buruh tidak cukup sekedar penyam-
bung hidup, khususnya hanya cukup untuk memenuhi kebu-
tuhan yang sangat pokok sala. Pada hal nilai hasil dari zuatu
keria para buruh jauh lebih besar dari jumlah yang diterima
mereka sebagai upah alami.

Kelebihan nilai produktivitas kerja kaum buruh atas
upah alami inilah yang disebut Marx sebagai "nilai lebih",
yang hanya dinikmati oleh para pemilik modal. Makin kecil
upah ;rang dibayarkan pada kaum buruh, makin besar nilai
lebih yang dinikmati oleh pemilik modal" yang menurut Marx
berarti penghisapan atau eksploitasi dari pemilik modal atas

kaum buruh.rE Pada dasarnya teori ini diambil dari ahli
ekono:mi lGpitalis Adam Smith, kemudian teori tersebut justru
dipakai untuk menyerangnya Menuruhrya, nilai suatu barang
harus sama dengan biaya-biaya untuk menghasilkan barang;
yang di dalamnya termasuk ongkos tenaga ke4a berupa upah
alami.'e

t Ludwic Von, Sosialism An Ecoromic Aad Sociological AzalTsri (US.d
Indianapolis' 1973), 143.

6Frans Magnie, Pemihiraa Kdrl lIarx, dzri Sosialis Utopis petsclisibat
Refi.siotrisme l,katta: Gramedie' 199)' 185.

Dludwic , Sosialisrz afl Econorni.,l43.
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Ukuran nilai tukar sebenamya adalah kerja. Ukuran nilai
tukar dari sebuah komoditas adalah kerja yang memung-
kinkan seseorang membeli atau menguasai komoditas yang
lain dalam pasar. Dengan demikian bahwa kerja adalah
ukuran alamiah dan faktor terakhir yang menmtukan nilai
suatu barang. Kerja sebagai kekuatan untuk membeli suatu
barang dalam pasar. Dengan kata lain, uluran sebenamya dari
nilai tukar suatu barang dalam sistem ekonomi adalah kerja
sebagai daya tukar. a

Menurut Marx nilai-lebih itulah satu-satunya sumber
laba sang kapitalis. Andaikata buruh boleh berhenti bekerja
sesudah empat jam, pekerjaarurya tidak menghasilkan untung
sama sekali bagi pernilik karetta yang masuk lewat pekerjaan
buruh bagi pemilik langsung akan keluar sebagai upah. Laba
perusahaan seluruhnya tergantung dari besar kecilnya nilai-
lebih.2l

Bukanlah buruh industri bekerja dengan mesin yang
melipatgandakan hasil kerjanya? Maka Marx menjawab
bahwa itu memang betul, tetapi mesin itu sendiri harus dibeli
dan dipelihara. Apabila biaya pembelian dan pemeliharaan
mesin dikurangi dari harga produk akhir perusahaan, akan
kelihatan bahwa satu-satunya keuntungan pemilik modal
adalah nilai lebih. Biaya pembelian dan pemeliharaan mesin-
mesin sendiri iuga ditentukan oleh tangan-tangan tenaga kerja.
Dengan demikian laba dari sebuah produksi sudah sepantas-
nya menengok jasa-jasa kaum pekerja industri.

Paling tidak ada enam teori yang menjelaskan besaran
dan jenis upah yang mesti diterima buruh. Yaitu;
1. Teoi Subsistensi yang digunakan untuk pekerja yang tidak

mempunyai keterampilan khusus. Upah, menurut teori ini,

n KatlMe*, Capital A Critiq*e of Political.Ecozonrrc (Ne* Yorlc Penguin
Cla6cic, 1990), 292.

a Anthony Bre*Er, KajianKritis Das KapiUl Karl Marx (logyakarta:T€plok
Prese, 2000), 63
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dirlasarkan pada tingkat subsistensi sesuai tingkat kebutu-
han mendasari

2. Teori Dana Upah. Menurut teori ini, upah pekerja adalah
bagian dari modal untuk berproduksi. Besaran upah
pekerja akan selalu didasarkan pada penambahan modal
atau pengurangan jumlah pekerja;

3. Teoi Margiaal Proiluctivity.Menurut teori ini, upah tenaga
kerja didasarkan pada permintaan dan penawaran tenaga
kerja. Pengusaha akan menambah upah pekeia sampai
batas pertambahan produktivitas marjinal minimal sama
dengan upah yang diberikan pada mereka.

4. Teori Bargoiaizg. Teori ini mengandaikan ada batas minirnl
dan maksimal upah. Upaft yang ada merupakan hasil
persetuiuan kedua belah pihak;

5. Teori Drya Beli. Teori ini mendasarkan permintaan pasar
atas barang dengan upah- Agar barang terbeli, maka upah
harus tinggi. |ika upah rendah, maka daya beli tidak ada,
dan barang tidak laku. lika hal ini dibiarkan, maka akan
terjadi pengangguran besar-besaran;

6. Teori upah hukum alarn- Teori ini menyatakan bahwa upah
ditetapkan atas dasar biaya yang diperlukan untuk meme-
lihara atau memulihkan tenaga buruh yang telah dipakai
ur.tuk berproduksi.z

SISTT:M PENGUPAHAN DALAM ISLAM.
iMenetapkan standar upah yang adil bagi seorang

pekerja sesuai dengan kehendak shari'ah bukanlah perkara
yang rnudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada
ukuran apa yang akan dipergunakary yang dapat mentrans-
formasikan konsep upah yang adil dalam dunia kerja.
Menu:cut Muhammad, sebagaimana dikutip Rustam Efendi

z Mamik Indaryani, cr al., HaiI Petelitiax Penentuar Upab Minimal di
Kobtpatea Krdrc latoa rerrg4, (Kudus: Kantor Tenaga Keria dan Transmigrasi
bekeria sama dengan Litbang UMK,2002).
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kesulitan penetapan upah ini pemah terjadi dalam penetapan
upah Khalifah Abu Bakr al-S. iddiq. 'Umar bin Khat6b hrsama
sahabat lain menetapkan gaji Abu Bakr dengan setandar yang
mencu-kupi kehidupan seorang muslim golongan menengah.
Penetapan gaji ini masih samar sehingga AbrI Bakr meminta
ukuran penghasilan pedagan& yaitu 12 dirham perhari.'?3
Standar Abu Bakr ini adalah kerja yang memungkialan
seseorang mendapatkan penghasilan. Penghasilan harian atau
bulanan seseorang secara umum dalam masyarakat dalam
bekerja dapat menjadi standar pengupahan secara pantas.

Kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakulan
anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang
pantas.2a Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fuik mau-
pun pikiran. Tenaga kerja sebagai salah satu faktor produlsi
mempunyai arti yang besar, karena semua kekayaan alam tidak
akan banyak memberikan manfaat bila tidak ditambang oleh
manusia dan diolah oleh pekerja. Fenomena ketenagakerjaan
ini merupakan sunatullah yang logis. Setiap orang mencari dan
bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam
kaitannya dengan bisnis, terjadilah hubungan simbiosis
mutualisme antara pengusaha dan pekerja.

Secara implisit al-Qu/an menerangkan tentang masalah
kompensasi/upah dalam beberapa ayat, diantaranya:

;rl:ir;*tt itj,J.i uiJ?'^3r'of, ; t, i1tfir1:j)if1
Dan balnoasanya seorang manusia tiada memryroleh selain opa yang
telalt diusahakannya. Dan bahwasanya usalunya itu l,elak akan
diperlilutkan (l<epailanya). Kemudian akan ilfui bahsan kepadanya
dengan balann yang paling *mpurna"25

a Rustam Effefldi, Produksi dalam Islam (Yogyakatta: UII press, 2003), 55.
x Afzalur Rahman, Do hrin Ekonomi Islam Jilidl teri. Socroyo dan Nastangin

(Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 28.
6 Al-Qu/an, 53 (AI Naim): 39-41
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J2s L|=; :cAi tlkr L1*1 )L).
(Karcru)bagi orang l&i-laki adafuhagian dan paik ap yang nercka
usahakan, daa bagi para wanita (put) ada bahagian dai opa yang
mereka ughakatx

1- -.t-'.-U-. 6J^l y' d.., *r Si *" .P
" Katntanlah:'Tiop-tiop orang berbuat menuiut P,eailaannya asing-
nusing" . Maka Tuhaamu lcbih mengetahui siapa yang lebih benar
jalonnyaq

U- f 'a i:t S;*a uui, u ti1 * ,Irl';k-n
Allah tidak mcmikullaa bban l<epda xxorang melaialan (ylccilar)
opa yng Allah fuikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan
lcelapangan xsuilah l,e*myitan" "

jt-i t:, pi o -*'"jt t t ; r r'g* itsr,s k t rtJt ft
;j:ri':l- r'34 ea.larr,.ir Sa

Dankatakanlah: "kkcrjalahkamu, raka Allah ilan Rasul-Nya serta
orang-orang mu'min akaa melihat pekerjaanmu itu, ilan kamu akan

diL,cmbalil,an keryik (Allah) Yang Mengetalui akan yang gluib dan

yang nyata, lalu dibeitalan-Nya l<epada kamu apa yang telnh kamu

l<erjakan" .8

Sedangkan dalam hadis-hadis Rasulullah tergambar

ielas ikeberpihakannya atas nasib pekerja. Bahkan Rasulullah
tidak sekedar berteori tetapi mengamalkannya dalam
kehictupan bisnis. Dalam hal hak buruh, secara tegas Rasul

a Ar-Qud.n, 4 (AI- Nisi') r 32.
? AI-Qufra, 17 (Al-16.4) : 84.

'Al-Quian, 65 (al- f ala-q): ?.
P AI-Qur'an,9 (el- Tawbah) : 105.

J",,Y,Y
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mengatakan; " Kepada buruh henilahrya ilfuikan naktnan dan
pakaian xperti kalian makon ilan berpakaiot iln jangan fubani
mereka yang mebbihi kemantpuannya/ Li al-namltTi ta'muht wa
kistoatuhu, tu 6 yukallafu min al:amal ma- li yutiquhu."n darr
dalam hadis lain Rasulullah rrenyuruh seomng pengusala mtuk
memberikan upah buruh dengan segera ketika pekerjaanya telah
selesai:

.ol-!r *Ll : Jv *: * ir'p pr ol .r. ur oe

't rLe'J4 Ol Ji
Dai lbnu 'Umar bahwa Rasulullah bersabda: kikanhh upah
ykerja xbelum keringatnya kering.(HR Ibnu Majah).

Dalam keterangan lain Nabi Muhammad S.A.W..
bersabda: &n'kanlah gaji lcepada pekerja *klum kering Wngafirya,
dan britahukm ltctentuon gajinya, Erhadnp op yang ilikrjakan.,2

Pembelaan Rasul dalam kedua riwayat tersebut, tidal.
bersifat ideologis: bahwa buruh selalu benar dan majikan
salah. Sebab. dalam riwayat lain beliau juga mengecam buruh-
buruh yang khianat dan tidak amanah. Pembelaan beliau
sebenamya berujung pada keadilan (aI-' adalah) dankesetaraan
(al-musdwah).

kbih lanjut dalam hadis Rasulullah S.A.W. tentang
upah yang diriwaya&an oleh Abu Dhar bahwa Rasulullah
S.A.W. bersabd a: Mereka (para budak ilaa pelayanmu) adalah
saudaramu, Allah menempatkan mereka ili bawah asuhanmu;
xhingga barang siapa mempunyai saudaru di bawah asuhannya
maka lnrus dibeinya makan seperti apa yang dinukannya (xnilii)
dan memki pakaian *perti apa yang ilipakainya(senilii); dan tidak
membebankan padn mereka dengan.tugas yang sangat berat dan

r HR- d-Bukhiri-
"HR- Ibn Meiah.
! HR. A.l-Beyhrqi.

Aji, S islem Pengupah an -.....
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jika kamu membebankannya dengaa tugas seperti itu, maka
heailakJah nembantu mercka (mengerjakatnya).t3

Dari ayat erlQuran dan hadis di atas, dapat diketahui
bahwa prinsip utama pengupahan adalah keadilan yang terl+.
tak pada kejelasan aqd (transaksi) dan komitrren pelakunya.
Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara
pekeria dengan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja dipeker-
jakan" harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima
oleh pekeria. Upah tersebut meliputi besamya upah dan tata
cara perrbayaran upah.

Hadis lain yang menjelaskan tentang pembayaran
upah ini adalah: Diriwayatkan dari Abu Hurayrah r.a., dari
Nabi Muhammad S.A.W. bahwa beliau bersabda:

Allah telnhfu$man: Ada tiga jenis nanusia ditana Akt
adalah musuh merela nanti ili hai lciamat. Pertana, adalah
orary yang membuat komitmen akan membei atas aana-
Ku (bersumpah dengan nama-Ku), kemuilian ia tillak
nenenuhinya. Keitua, orangycng menjual *omng naausia
bebas (bukan builak),ldu memalan uangnya. Y.etiga, ailalah
orang yaflg meflyeua xorang upahan ilan nempeleerjalan
ilengat penuh, tetapi tidak membayar upalmya.tt
Hadis-hadis di atas menegaskan tentang waktu

pembayaran upah, agar sangat diperhatikan. Keterlambatan
pembayaran upah, dikategorikan sebagai perbuatan zalim dan
orang; yang tidak membayar upah para pekerjanya termasuk
orang; yang dimusuhi oleh Nabi S.A.W. pada hari kiamat.

.,J" iit ,J- -t lt;?r-rt - r<.," ir 6r) -'aG,f
1 . t!,t, !,t. ,. 1.6!' * * q q.i rJ''' q qb, )-. .Y.ts - l-s
A ,.n- *;.* i -:.;ri<t'r., )cjr L-lA, - A.:? (.'\^

! Hll. Muslim.
Y HI(.1-Bukh;ri
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^l.d:s trtlt , fj :k *: * ;, , !:, i nr;sr si

, c<$;t rlt;li , lq ?* - ;;;v ioa|, , L*Lr,
.ctrl*Jl-l -r.:i ol-1.1 ...')tiri , oX Jtl z;*

Nabi S.A.W. dan Abi Bal,nr *a. mengu:pah xorang lelaki
dai bani al-Dil untuk nunjaili penunjuk jalan. Dia orang yang
terampil ilan masih neflgatut agama kafir Qurays. Beliau
menberikan jaminan lexhtuton terhadrptya. Beliau menyerahlan
bebercpa ekor uata, dan berjafii akan bertemu l<emfuli di gua Tsur
*tzlah tiga nulam. Pada malam ketiga dia datatg kcmbali dengan
nembmoa l<endaraannya, ilan beliaupun berangkat' .n

yl u .1rr c-{r. :Ju d-.. .ilj 'ar ,rr. o;.lr f ;tl cti ,f
.letlteJi .:5 , ,;:Ju fgil :tt-.-,"! Jui ,dr .*.r

.r+1,;rl ) LS)t4l).l-li 01.1..1 .:(, J6! lrli
Nabibrsbcla: Allah ttilakmzngutus xoruag Nahi, melafulan

dia adalah *orang yaflg pernah metjaili pengembala kambing.
Sahabat furtanya: apakah anda juga seorang pengembab? Nabi
menjmoab: benar. Soya mengembala.dengan pe bcyaran bebrapa
qirat untuk pnduduk Makkah".36

'c-u ial it b* ,r.'€--i( '* rtr'r$; 3l1V1;
Y ,pt i k- t,'#- (- 'Lj!r'llU tL ';,Lli ,-;.

+L|LS'*-Y,1* aV'4x-

I HR. Al.rmad dan AI-B:ul<}'iri. Al Mlntaqa 11.: 383.r HR Ahmad, Al Bukhary dan lbnu Majah.
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Para perkerja adalah saudaramu yang dikuasakan Allah
lcepaaiamu. Maka barang siapa mempunyai Wkeia hefldalilah dfuen
makanan xbagaimana yang ia makofl, ilibei pakaian sebagaimana
yaflg ia pdkii, dan jangan dipaksa melakukan xsuatu yang ia tidak
nary)u. Iikn terpak*, ia harus dibantu"3T

Tida*nuatk Surga orang plit, rynipu, penglhinat, dan orang
yang jelekployananaanya terludap majikan. *daagkan orang yang
piama kali ncngetuk pintu Surga adalah para pelcerja yang baik
tcrhadap *umanya, taat lepaila Albh, dan kcpada najilcannya.

',Jr ttrti J) ,; 
"ti. 

*, * at * ,;t'ri
i,G 'i'; jl Li:#:;'r; d'.:i'rf J; -.$i',t; d

"i q +bi ;i'tr' 4'4; dt;'ri 'J'e u:ri
gril iv ra;U;

Saya nenitengar Nabi bersabda: Barang siapa menganglat
pkeqia, jika ia tidak nempunyai rwruh lurus dibikinkan rumah;
jika belum menikah harus dinikahkan; jika tidak mempunyai
pembantu harus ilicarikan pembantu; jika tidak mempunyai
ketdanan harus iliberikan kendaraan. Jika Majikan tidak
memberikan hal tcrsebut, ia adalah pembunuh.te

' A.l-Bukhiri, $aDiD al-Bthba1i, (Beirrt: Dir rl-Qelm, 1987), no. 559
I Ahmad Ibn Hanbal, Mwnad al-Imdm A$mad (MceicDir al-Ma'irif, 1988),

ao. 13

' lbid., no. l11ll9

i::t S; ir J;, Jtt ls * fu ,t: abt f oJ *
{.rrt & ir'r;y ir'J i:ru ",1J Si:s. $ '{-, y
';r r+-"cat.*f $:ii;':^::t F +UL$-'br'Jif,

*1.^.-t 
0t.1.,; el; Gr'& ?t b :? it
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* ,;,'*t * At *Atil'\t,:^iit * oi*
y;: natt ,*t ,ft i:;l d';3 ;;L *6 ;aLt

'1,,-r ; ,ir
" *sungguhnya Nabi mehrang menrylcerjakan buruh *npi ia
menjebskan bxraa upahnya, mel.arang lams, najash ihn ilqa' al-

W"
Masuknya kompenen biaya hidup dalam upah, tidak

semata-mata pertimbangan produktivitas kerja, memang
masalah tersendiri jika majikan memetaforakan tenaga lerja
sebagai mesin. Akan tetapi, dengan pertimbangan surylus oahu
dan kemanusiaan, hal tersebut bisa diterima.4'

Kenaikan upah yang berujung pada tingginya biaya
produksi ini pada akhimya harus diantisipasi negara dalam
kebijakan makro ekonominya agar tetap kompetitif dipasar.
Pmentuan harga dalam Islam didasarkan pada prinsip kope-
rasi dan persaingan sehat, bukannya persaingan monopoli
seperti yang dibawa ekonomi kapit^lis. Persaingan sehat disini
bukan berati persaingan sempuma dalam arti modern, tetapi
persaingan yang bebas dari spekulasi, penimbunan, perryelun-
dupan, dan lain-lain. Penentuan harga yang timbul dari
persaingan tidak sempuma telah melahirkan harga monopoli
lebih tinggi daripada harga kompetisi, dan hasil yang dibuat
di bawah kondisi bersaing yaitu persaingan tidak sempuma.
Dsamping itu, produksi monopoli lebih rendah daripada
produksi kompetitif. Kenaikan Harga yang sebenarnya
disebabkan oleh; 1l Bertambahnya persediaan uang, 2I
Berkurangnya produktivitas; 3] Bertambahnya kemajuan
aktifitas; dan 4. Berbagai pertimbangan fiscal dan moneter. a2

o Ibid., no. 11X19

'r Manaa, Ieori.., 1,18-158.
a rbid.
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Dari ayat dan Hadis ini kita mengetahui bahwa besa-
ran upah dikaitkan dengan hak dasar untuk hidup (hif1 aI-
tafs) s{ata layak, bukan semata-mata oleh sejauh mana
produktivitas mereka.

Sementara itu Taqiyuddin an Nabhani mengajukan
penyelesaian gaji dengan konsep ijarah. iiarah adalah menurn-
faatkan iasa suatu kontrak. Apabila ijarah berhubungan
dengan seorang pekeria (ajir) maka yang dimanfaatkan ad:lah
tenaganya. Karena itu, untuk mengontrak seorang pekerja
harus ditentukan jenis pekerjaaq waktu, upah dan tenaganya.
Ijarah mmsyaratkan agar honor transaksi yang jelas, dengan
bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan.
Kompensasi ijaruh (upah, honor, gaji) boleh tunai dan boleh
tidak, boleh dalam bentuk harta ataupun jasa. Intinya, apa
saja yang bisa dinilai dengan harga boleh dijafikan sebagai
kompensasi, dengan syarat harus jelas.'3

Al-Nabhani juga tidak mendasarkan upah pada
kebutr.rlnn hidup. Ia mendasarkan upah pekerja pada jasa atau
manfaat yang diberikan pekerja dengan perkiraaan ahli
terhadap jasa tersebut di tengah masyarakat. Jika upah telah
diseb,utkan pada saat akad maka upah yang berlaku adalah
upah yang disebutkan, sedangkan jika upah belum disebut-
kan, atau terjadi perselisihan di dalamnya, maka upah yang
diberlakukan adalah upah yang sepadan.a

Karena itu, upah dapat diklasifikasikan menjadi dua:
(1) upah yang telah disebutkan pada saat akad yang dikenal
dengan al-ajr al-muilntma, (2) upah yang sePadan atar al-ajr
al miUitl. Al-ajr al tnusamma ketika disebutkan harus diiringi
denga.n kerelaan kedua belah pihak yang berakad. Dalam
kondisi demikian. pihak majikan (musta'jir) tidak boleh
dipakn untuk membeyar upah lebih besar dari apa yang telah

Azhar I'rete ( Bogor: al Azhar Press' 2009), 88.
.. rb ,101.
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disebutka+ dan pihak pekerja (af) juga tidak dipaksa menerirur
upah yang lebih kecil daripada yang telah disebutkan.'5

Adapun al-ajr al mithl adalah upah yang sepadan
dengan kerja maupun pekerjaanya sekaligus jika akad, ijarah-
nya menyebutkan jasa kerjanya. Upah sepadan adalah upah
yang sepadan dengan pekerjaanya saja jika akad, ijanh-nya
menyebu&an jasa pekerjaanya.

Sedangkan al-Mawardi, berpendapat bahwa dasar
penetapan upah pekerja adalah standar cukup, artinya gaji
atau upah pekerja dapat menutupi kebutuhan minimd.l6
Pendapat ini cenderung sama dengan pemikiran kapitalis
yang menetapkan upah pada kebutuhan hidup minimal, yang
kemudian dikenal di Indonesia dengan konsep Upah
Minimum Kabupaten (UMK).

Berkaitan dengan masalah kontak kerja antara pengu-
saha dan pekerja, Islam telah mengatur agar kontrak kerja dan
kerjasama antara pengusaha dan pekerja tersebut saling meng-
untungkan. Tidak boleh satu pihak menzalimi dan merasa
dizalimi oleh pihak lainnya. Islam mengatur secara jelas dan
rinci hulum-hukum yang berhubungan dengan ijarah al-alr
(kontrak kerja). Transaksi ijarah yang akan dila-ku-kan wajib
memenuhi prinsipprinsip pokok Eansaksi ya-ra&. Di antaranya
adalah: jasa yang ditransaksikan adalah jasa yang halal, bulan
jasa yang haram; memenuhi syarat sahnya transo*si ijirah,
yakni orang-orang yang mengadakan hansaksi harusluh yaog
sudah mampu membedakan baik dan buruk; harus didasarkan
pada keridhaan kedua pihak, tidak boleh karena ada unsur
paksaan. Transaksi ijalah jugaharus memuat aturan yang jelas
menyangkut bentuk dan jenis pekerjaan, masa kerja" upah
kerja, dan tenaga yang dicurahkan saat bekerja.

. Ibid.
a lJ-Mt*ztdi, al-Allkzln al-Stlghiyab (f,ziro: t.n.p., tr), 205.
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Dengan demikian, sebenarnya persoalan perburuhan
secara etis telah lama dijawab agama Islam- Pandangan agama
yang membela kaum lemah ini telah memberi skema etis
agarra lslam dalam meniaga kemaslahatan umabrya, kaum
buruh. Sayangnya, banyak mufassirin (penafsir) tidak
menindak lanjuti ayat-ayat alQur'an dan hadis dengan konsep
hukum yang detail, seperti memunculkan fikih perburuhan
misalnya

Karena hukum etika saja tidak cukup dalam mengang-
kat derajat kaum buruh. Etika tidak punya daya untuk
menghukum, hanya sebatas rambu-rambu pengingat saja.
Padahal, kaum buruh tidak memiliki daya tawar yang sepadan
dengan pengusaha atau pemerintah. Faktanya, selama ini
ajaran Islam berjalan stagnan sementara posisi umatnya" kaum
buruh semakin tidak terlindungi. Sehingga mau tidak mau
kita harus menyeimbangkan/menyelaraskan ajaran Islam
dengan fakta sosial yang ada saat ini.

Agar Islam tidak terjebak dalam ritus individualistik
yang tidak berisi dan agaura menjadi gagap ketika diberi beban
untuk mengurusi realitas sosial, maka dibutuhkan upaya
penafsiran yang memihak lebih konkrit dari kaum beragama
terhadap ajaran agamanya dalam melihat isu perburuhan.
Ulama Islam harus berpikir untuk memiliki "fikih perburu-
han" yang dapat menjadi panutan (guiile line) lu:r:.an'rya dalam
menghadapi masalahnya. Fikih yang sebagai konsep normatif
yang bersifat operasional dalam agama Islam diharapkan
mampu menegaskan dan memperkuat etika Islam yang melin-
dungiburuh.

Selama ini, perburuhan adalah wacana yang langka
dalam perbincangan Islarn Kelangkaan ini disebabkan tidak
adanya ulama Islam yang peduli tethadap isu-isu perburuhan.
Selain itu kelangkaan fikih ini karena keterbatasan sumber-
sumber otoratif yang memungkinkan dilakukan kajian Islam
dan perburuhan secara komperehensif dan mendalam.
Kelangkaan ini mengakibatkan umat kesulitan mendapatkan
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araran-ajaran yang dapat meniadi Pedoman bagaimana
melindungi buruh. Sehingga, penggalian teks-teks suci yang
dapat melindungi kaum buruh akan mempersepit praktik
pelanggaran hak asasi manusia.

Dokumentasi hukum perburuhan ini memiliki posisi
yang sigpifikan dan kontekstual dengan fenomena global saat
ini, yaitu era indusEial. Seperti apa jawaban Islam yang tegas
dan konkrit dalam melihat problem perburuhan akan
menentukan eksistensi Islam ke depan. Sudah tentu masalah
perburuhan sekarang jauh berbeda dengan situasi perburuhan
pada awal kemunculan Islarn Persekongkolan teknologi akan
memunculkan produk massal dalam industri manufaktur;
modal tidak lagi berpusat dalam lingkup regional, tetapi
berputar dalam ekonomi global tanpa bisa dikonkol. Dan
salah satu komunitas rentan dan semakin hilang daya
tawamya tentu adalah kaum buruh. Nah apa jawaban Islam
terhadap problematika perburulnn yang semakin kompleks ini.

Tentu saja, agama harus dikembalikan fungsi dan
relevansinya dalam mengikuti percepatan gerak sosial. Sudah
seharusnya pemaknaan Qur'an menjadi bemuansa sosialistik
(memihak kepada umat tertindas). Korpus suci ini tidak lagi
duduk dalam titik netral tetapi menjadi radikal dengan
menemulan kembali itama pembebasarulya, guna mengantar
umat menjalani proses humanisasi tanpa eksploitasi
sedikitpun. Islam mengidamkan terbentuknya masyarakat
tauhidi. Dan untuk menuju cita-cita tersebut bisa dimulai
dengan memikirkan perlindungan umatnya, kaum buruh.
Dengan menyusun fiqih perburuhan adalah salah satu caranya.
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